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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi seperti saat ini membawa berbagai dampak positif 

maupun negatif yang harus kita hadapi. Dalam  kehidupan  sehari-hari  

manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, 

kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau  

desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum, kebutuhan setiap  

manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan 

yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap  

kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera 

biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan 

lingkungan atau manusia lain.
1
 

Seperti dalam memenuhi kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar 

pada diri manusia. Menurut Sigmund Freud kebutuhan seksual manusia dalam 

ilmu biologi terungkap lewat asumsi mengenai insting seksual, insting ini 

disamakan dengan insting mencari makan dan minum yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari kehidupan  

manusia itu sendiri. Karena kebutuhan seksual itu tidak bisa dipisahkan  maka 

ada dari manusia itu untuk memenuhi kebutuhan seksulanya merugikan orang  

lain dan linkungannya seperti dalam kasus perzinaan yang terjadi di kalangan 

                                                           
1
 Praetyo Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), 3. 
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anak-anak, remaja, atau dewasa. Kekerasan, pelecehan, dan ekspoitasi seksual 

itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan 

yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak 

hanya berlangsung di lingkungan perkantoran atau tempat-tempat tertentu 

yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling 

berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.
2
 

Di sinilah keluarga sangat penting dalam mendidik dan menjaga 

anaknya agar tidak terjerumus ke arah pergaulan bebas terutama di usia 

remaja, karena di usia remaja mereka mudah dipengaruhi orang lain sehingga 

rawan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dengan berkembangnya media 

informasi dan komunikasi yang menyebabkan anak dengan mudah mengakses 

situs yang tak seharusnya dibuka, dan pada akhirnya mereka mengikuti dan 

ingin mencoba apa yang mereka lihat dari situs tersebut. 

Di Indonesia, sering terjadi kasus seks bebas atau persetubuhan, baik di 

kalangan dewasa, remaja ataupun anak-anak. Seperti halnya yang diangkat 

dalam skripsi ini. Seorang gadis remaja yang saat itu masih duduk di bangku 

SMA melakukan perzinaan atau hubungan seksual di luar nikah. Peristiwa 

tersebut berawal saat gadis yang bernama Anissa (16 tahun) berkenalan lewat 

facebook dengan seorang laki-laki dewasa yang bernama Fredy (37 tahun). 

Perkenalan tersebut berlanjut sampai mereka berpacaran dan akhirnya mereka 

pun sering bertemu.  

                                                           
2
  Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,  

(Bandung: Refika Aditama, 2001), 7. 
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Dan mereka pun seing membuat janji untuk bertemu di terminal 

Rejekweksi Bojonegoro. Dari situlah mereka sering bertemu dan setiap kali 

bertemu mereka melakukan hubungan seksual yang biasanya dilakukan di 

sebuah hotel yang disewa oleh Fredy, dan dengan bujuk rayunya bahwa Fredy 

akan bertanggung jawab apabila Annisa hamil. Namun setiap kali Fredy 

mengajak Annisa melakukan hubungan terlarang tersebut, ia  tidak pernah 

menolak alasannya  agar  ia mendapatkan uang dari Fredy. Selain itu Annisa 

mengakui bahwa ia pernah melakukan hubungan seksual dengan kedua 

mantannya terdahulu. 

Kasus Perzinaan di atas jika dikaji dalam hukum Islam merupakan 

perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam 

keselamatannya, oleh karena itu harus mendapatkan hukuman bagi pelakunya. 

Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga 

merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti 

membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan 

syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.
3
 

Menurut hukum pidana Islam hukuman zina itu ada dua macam, 

tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghayr  

muhsan) atau sudah berkeluarga (muhsan). Zina ghayr muhsan adalah zina 

yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum berkeluarga. 

Hukuman untuk zina ghayr muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali 

                                                           
3
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005),4. 
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dan pengasingan selama satu tahun.
4
 Sedangkan zina muhsan adalah zina yang 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga 

(bersuami/beristri). Hukuman bagi pelaku zina muhshan ini juga ada dua 

macam, yaitu dera seratus kali dan rajam.
5
 

Merajalelanya kejahatan  ini  terutama  perkosaan atau persetubuhan   

semakin  mencemaskan  masyarakat, khususnya  pada  orang  tua. Hal ini  

menunjukkan  adanya  penyakit  yang  demikian  jelas  tidak berdiri sendiri. 

6
Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke 

dalam salah satu  masalah  hukum  yang  sangat  penting  untuk  dikaji  secara  

mendalam. Sebagaiman diketahui, tindak pidana perkosaan atau persetubuhan  

merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama 

dan kesusilaan, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. 

Padahal  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  anak  adalah  aset  

bangsa  yang  harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala 

bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. 

Dalam hal  tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat 

perundang undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dan  Undang-Undang  Perlindungan  

Anak  selain  itu  juga  terdapat  dalam  UndangUndang Kesejahtraan anak 

maupun di Undang-undang peradilan anak. Akan tetapi dari masa ke  masa  

kejahatan  itu  selalu  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  lingkungan  

                                                           
4
 Ibid.,29. 

5
 Ibid.,33. 

6
 Arif Gosita,Masalah Korban Kejahatan,(Jakarta: Pressindo,1993), 75. 
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masyarakat. Hampir setiap hari media  massa  tak  pernah  sepi  memberitakan  

peristiwa-peristiwa tentang tindak pidana pemerkosaan maupun  persetubuhan  

baik  dengan  korban  perempuan  dewasa maupun dengan korban anak. 

Oleh karena itu menurut pasal 3 UU No. 23 tahun 2002, perlindungan 

anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 

tumbuh berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan 

sejahtera.
7
 

Untuk itu dalam kasus persetubuhan terhadap anak di atur dalam UU No 

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni pasal 81 ayat 1 dan 2  : 

Pasal 81 ayat (1)    : “setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah)”. 

Ayat (2)               : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain”.8 

Maraknya kasus persetubuhan terhadap anak merupakan cermin 

kegagalan aparat penegak hukum dalam menempatkan hukum atau dalam hal 

ini UU No. 23 tahun 2002 sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan 

menindak para pelaku persetubuhan secara optimal. 

                                                           
7
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak,( 

Bandung: Citra Umbara, 2012), 80. 
8
 Ibid.,106. 
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Keberadaan UU No. 23 tahun 2002 dalam menjerat pelaku persetubuhan 

terhadap anak. Pada realitasnya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

di sebabkan dua faktor yaitu : 

1. Faktor internal 

Anak-anak mudah menjadi korban persetubuhan karena mereka mudah 

diancam , dipaksa dan dibujuk, oleh karena itu pelaku melakukan ancaman dan 

intimidasi terhadap korban supaya perbuatannya tetap terlindungi, sedangkan 

korban dalam tekanan pelaku sehingga ia memilih tidak melaporkan ini 

kepada orang tua atau orang dewasa lainnya karena merasa diancam. Selain 

itu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang membuat anak melihat 

gambar atau video yang tidak sepantasnya dilihat, sehingga anak penasaran 

dan ingin mencobanya. Peran orang tua pun sangat penting dalam mendidik 

dan mengawasi perkembangan anak, apalagi dalam usia remaja. Hal ini 

menyebabkan sering kali kasus pada anak baru terungkap bertahun-tahun 

lamanya bahkan setelah korban akhirnya hamil. 

2. Faktor eksternal 

Keberadaan UU No. 23 tahun 2002 tidak dijadikan sebagai kekuatan 

yang mampu memprevensi dan menindak para pelaku persetubuhan terhadap 

anak secara optimal. Reaksi masyarakat berupa tuntutan hukuman secara 

optimal bagi pelaku persetubuhan terhadap anak merupakan wujud besarnya 

respon dan reaksi masyarakat, terlebih terhadap korban persetubuhan terhadap 

anak yang cenderung merejalela. Oleh karena itu perlu kerja sama terpadu 
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untuk melakukan bentuk pencegahan (preventif) bagi pelaku persetubuhan 

terhadap anak serta usaha pembinaan (rehabilitasi) bagi korban persetubuhan. 

Meskipun demikian, pada kenyataannya pelaku persetubuhan terhadap 

anak di bawah umur sukar dijerat oleh hukum karena banyak kalangan 

masyarakat (keluarga) yang enggan bahkan ada yang malu untuk melaporkan 

kejadian yang telah menimpa anaknya atau anggota keluarganya. Untuk itu 

peran keluarga sangat menentukan dan diperlukan agar hak-hak anak 

mendapatkan perlindungan dan pelaku merasa jera dengan sanksi-sanksi yang 

dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan. 

Dengan demikian setidaknya harapan penulis bahwa studi ini sedikit 

memberi sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pertimbangan hukum khusus bagi pelaku tindak pidana 

dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 

yang dilakukan secara berulang atau zina terhadap anak. 

Namun dengan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui apa pertimbanagan hukum yang dipakai oleh 

hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam menyelesaikan perkara tindak 

pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 

dengannya yang dilakukan secara berulang atau zina terhadap anak dan 

bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang putusan perkara tersebut. 

B. Identifikasi Masalah 

Latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas menunjukkan 

bahwa  terdapat  beberapa  masalah yang  berhubungan  dengan  skripsi  yang 
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berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap putusa Pengadilan Negeri 

Bojonegoro No. 133/Pid.Sus/2015/PN/BJN tentang tindak pidana dengan 

sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berulang yaitu: 

Berdasarkan  identifikasi  masalah  diatas  dan  juga  bertujuan  agar 

permasalahan  ini  dikaji  dengan  baik,  maka  penulis  membatasi  penulisan 

karya ilmiah dengan batasan:  

1. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn. 

Tentang kasus tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang” atau 

zina terhadap anak di bawah umur. 

2. Konsep tindak pidana peersetubuhan terhadap anak di bawah umur 

menurut hukum positif. 

3. Konsep zina terhadap anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam. 

4. Sanksi  bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur menurut  

hukum positif. 

5. Sanksi bagi pelaku zina terhadap anak di bawah umur menurut hukum 

pidana Islam. 

6.  Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah 

umur. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 

dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara 

berulang dalam putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN BJN? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana 

dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara 

berulang dalam putusan No. 113/Pid.Sus/2015 PN BJN? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian  pustaka  pada  penelitian  dimaksudkan  untuk  pengetahuan 

penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti dengan  tujuan  untuk  mendapat 

gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan peneliti sebelumnya 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. 

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana persetubuhan atau zina 

terhadap anak memang telah banyak dibahas, namun penelitian yang 

dilakukan sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam 

penelitian ini, diantaranya : 

1. Asyifa, Studi analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda tentang pemerkosaan anak di  bawah 

umur. Skripsi ini lebih terfokus terhadap tindak pidana  pemerkosaan yang 

korbannya  adalah anak  di bawah  umur,  dan  yang  menjadi dasar 

pertimbangannya adalah hakim yang disesuaikan dengan Undang-undang 

Perlindungan Anak.
9
 

                                                           
9
 Asyifa, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.  
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2. Mifafi Dzaturriza, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 

572/Pid.B/2004/PN.Sda tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki 

dewasa terhadap wanita di bawah umur dalam perspektif hukum Islam. 

Yang intinya skripsi ini membahas tentang putusan hakim pada pelaku 

tindak pidana peerkosaan tersebut telah melanggar pasal 285 KUHP jo 

pasal 64 ayat (1), yang dijatuhi hukuman relatif meringankan pelaku.
10

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan  dengan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  studi ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro 

terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan 

persetubuhan berulang. 

2. Mengetahui analisis  hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Bojonegoro tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak 

untuk melakukan persetubuhan secara berulang. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

dua aspek, yaitu: 

                                                                                                                                                               
189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur”, (Skripsi--UIN Sunan  

Ampel Surabaya, 2010).  
10

 Mifafi Dzaturriza, “Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 572/Pid.B/2004/PN.Sda tentang 

pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap wanita di bawah umur dalam 

perspektif hukum Islam” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2005). 
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1. Secara teoritis: dijadikan suatu masukan dalam  rangka  pengembangan 

ilmu  pengetahuan  tentang  tindak  pidana  zina terhadap anak.  Selain  itu 

dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian  selanjutnya  

dan sebagai  informasi  bagi  masyarakat  tentang  tindak  pidana dengan 

sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berulang 

atau zina terhadap anak dari hukum pidana Islam. 

2. Secara  praktis  : hasil  penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan 

penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara  komunikatif, 

informatif, maupun edukatif khususnya bagi masyarakat yang awam akan 

penegakan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Selain  itu, agar dapat 

menyadarkan masyarakat bahwa makna dan hakikat hukum dapat menjadi 

sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan  rohaniah,  dan  jasmaniah 

sebagai tujuan akhir hukum itu sendiri. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman dan salah pengertian terhadap  istilah 

dalam skripsi ini, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah  yang 

terdapat dalam penulisan skripsi ini. 

1. Hukum Pidana Islam: perbuatan yang dilarang dilakukan dan sudah ada  

ketentuannya dalam syara’ yang disertai sanksi yang bersumber dari 

Alquran, Hadis dan pendapat ulama.
11

 

                                                           
11

 Ahmad Wardi Muslich,  Pengatar dan  Asas  Hukum Pidana  Islam,  (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), 9. 
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2. Persetubuhan dalam hukum positif adalah masuknya alat kelamin pria 

(penis) ke dalam alat kelamin perempuan atau dengan kata lain terjadinya 

persatuan antara alat kelamin pria dengan alat kelamin perempuan.
12

 

3. Zina menurut hukum pidana Islam adalah hubungan kelamin di antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak 

terikat dalam hubungan perkawinan.
13

 

4. Pidana dalam hukum Islam: perbuatan yang dilarang karena dapat 

menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta 

benda.
14

 

5. Pidana dalam hukum positif: perbuatan yang dilarang dalam hukum yang 

berlaku di suatu Negara.
15

  

6. Membujuk menurut KUHP adalah mereka yang dengan memberi atau 

menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan.
16

 

 

 

                                                           
12

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negeri 

Bojonegoro No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn”, (Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, 2015), 30. 
13

 Abdur Rahman,Tindak Pidana dalam Syariat Islam,Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, 

(Jakarta: Rineka Cipta,1992), 31. 
14

 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), 13. 
15

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka  Cipta, 2009), 2. 
16

 Moeljatno, Kitan Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 25. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah  untuk  memperoleh  data-data 

dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu  sebagai  alat  untuk  menggali  suatu 

informasi yang terkait dengan judul penelitian secara teoritis dan praktis.
17

 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dokumentasi, yaitu 

penelitian data yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  atau  arsip 

hukum, yang berupa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 

113/Pid.Sus/2015/PN Bjn. Untuk mendukung data yang dijadikan  

pembahasan dalam skripsi ini adalah putusan yang terkait dengan  

pembahasan skripsi  ini  dengan  penelusuran  dan menelaah data yang ada 

hubungannya dengan tindak pidana persetubuhan atau perzinaan. 

2. Sumber data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 

digunakan dua sumber data, yaitu;  

a. Sumber data primer  

Data primer penelitian ini adalah dokumen putusan  Pengadilan Negeri  

Bojonegoro terhadap  pelaku  tindak  pidana dengan sengaja membujuk 

anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara 

berulang atau zina terhadap anak di bawah umur, yang meliputi ;  

1) Landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Negeri 

Bojonegoro dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, (Bandung: Alfabet, 2008), 2. 
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sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 

yang dilakukan secara berulang atau zina terhadap anak di bawah 

umur.  

2) Sanksi yang diputuskan Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang kasus 

dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 

dengannya yang dilakukan secara berulang atau zina terhadap anak di 

bawah umur.  

b. Sumber data sekunder 

Adalah literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus mengenai 

tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, 

diantaranya: 

1. Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 

2. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,  Pelindungan Terhadap Korban 

Kekerasan Seksual,  (Bandung: Refika Aditama, 2001) 

3. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005) 

4. Arif Gosita,Masalah Korban Kejahatan,(Jakarta: Pressindo,1993) 

5. Ahmad Wardi Muslich,  Pengatar dan  Asas  Hukum Pidana  Islam  

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 

6. Abdur Rahman,Tindak Pidana dalam Syariat Islam,Wadi Hasturi dan 

Basri Iba Asghary (Jakarta: Rineka Cipta,1992) 

7. Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013) 
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8. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka  Cipta, 2009), 

9. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2003) 

10. R.  Soesilo,  Kitab  Undang-undang   Hukum  Pidan,    

(KUHP).serta  komentar-komentarnya  Lengkap  pasal  demi  pasal 

(Bogor: Polita, 2001). 

c. Teknik pengumpulan data 

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau literatur, maka data 

yang dikumpulkan data kepustakaan: 

a. Studi putusan atau studi dokumen 

b. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana zina terhadap anak yang 

diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

c. Ketentuan hukum pidana Islam tentang sanksi bagi pelaku zina 

terhadap anak. 

d. Data persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana perzinaan 

menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. 

d. Teknik pengelolaan data 

Data  yang sudah didapat dari dokumen dianalisa. Dan tahapan-

tahapnnya sebagi berikut : 

a. Editing yaitu pemeriksaan  kembali  terhadap  data  yang  telah 

ditelaah dari literatur primer maupun sekunder tentang persetubuhan 

terhadap anak di bawah umur dalam Putusan No. 

113/Pid.Sus/2015/PN Bjn. 
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b. Organizing yaitu  menyusun  data  secara  sistematis  data  yang 

terkait dengan putusan dan dukumen yang relevan. 

e. Teknik analisa data  

Dalam  menganalisis  data  penelitian  ini,  penulis  menganalisis 

dokumen  (content analisys),  yaitu  memaparkan  dan menggambarkan 

tentang isi putusan dalam  kasus dengan sengaja membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang 

atau zina terhadap anak di bawah umur diputus oleh  Pengadilan Negeri 

Bojonegoro, kemudian  kasus tersebut dianalisis dalam hukum pidana 

Islam.
18

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis 

mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun  sistematika pembahasan 

skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:  

Bab pertama adalah uraian  yang  berfungsi  sebagai  pendahuluan dalam 

memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri  dari sembilan sub 

bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah,  Identifikasi dan Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah,  Kajian  Pustaka,  Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Hasil Penelitian, Definisi Operasional,  Metode  Penelitian  dan Sistematika 

Pembahasan.  

Bab kedua berisi tentang persetubuhan yang dilarang menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan persetubuhan menurut Undang-Undang 
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 M.Amirin, Menyusun Rencana Penelitian,  (Jakarta:  Raawali,1990), 95. 
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Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Dan landasan  teori tentang 

definisi zina, kategori zina dan hukuman bagi pelaku zina dalam kajian hukum 

pidana Islam. 

Bab ketiga adalah berisi tentang bagaimana kronologi terjadinya tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN 

Bjn. Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Bojonegoro No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn yang telah diputus dengan landasan 

pada pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak jo pasal 

65 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

Bab keempat  adalah analisis terhadap kasus tindak pidana dengan 

sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berulang dalam 

putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn dalam hukum positif di Indonesia 

dalam kaitannya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 

2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak). Serta dikaji dalam hukum pidana Islam. 

Bab kelima  adalah  bab terakhir  sebagai  penutup  yang  berisikan 

Kesimpulan dan Saran-saran. 


